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ABSTRAK 

 

Anggi Yulianti, (2022) :Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis 

Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan 

Pendpatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya oknum-oknum atau 

penyelenggara hiburan khususnya konser musik yang lalai dalam melakukan 

pembayaran pajak sehingga berdampak kepada kurangnya  penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dan apa saja faktor yang 

menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Metode Penelitian 

yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis dan sifat penelitian yaitu 

menggunakan  metode pendekatan sosiologis dan deskriptif dimana penelitain ini 

dilakukan di pemerintahan Kota Pekanbaru pada Dinas Pendapatan  Daerah, 

menggunakan sumber data primer yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka 

dan data sekunder seperti  melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan obyek penelitian serta praturan perundang-undangan. Teknik 

analisis data dalam penyusunan skripsi ini bersifat deskriptif analitis dan 

penarikan kesimpulan secara induktif. Populasi yang peneliti ambil berjumlah 14 

dan sampel 11 menggunakan teknik purposive sampling.  

Hasil penelitian menunjukan bahwasannya beberapa konser musik yang 

diadakan di daerah Kota Pekanbaru sebagai subjek pajak atau penyelenggara 

konser tersebut tidak melakukan pendaftaran dan Dinas Pendapatan Daerah tidak 

melakukan pendataan dengan maksimal. Peneliti mendapatankan 12  konser 

musik selama kurun waktu 2018-2020 yang diselenggarakan baik menggunakan 

fasilitas pemerintah seperti gedung ataupun tidak menggunakan fasilitas  

pemerintah seperti lapangan terbuka, masih banyak konser musik yang masih 

belum terdata yang berakibat pada tidak dipungutnya pajak hiburan jenis konser 

musik sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai peraturan 

daerah nomor 5 tahun 2018 tentang pajak hiburan Kota Pekanbaru. 

Kendala pelaksanaan pemungutan pajak hiburan Kota Pekanbaru adalah 

kurangnya aturan yang menjelaskan mengenai konser musik ini dan minimnya 

kesadaran dari wajib pajak terlepas beberapa faktor yang menjadi dasar acuan 

terkait timbulnya kendala yang terjadi baik dari pihak penyelenggara konser 

musik ataupun pemerintah selaku petugas atau pemeriksa pajak hiburan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing yang menjadi salah 

satu pertimbangan dalam bentuk pemerintahan dalam negara tersebut. 

Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mengakibatkan pemerintah 

tidak bisa secara efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan secara 

terpusat. Hal ini dikarenakan banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia. 

Sehingga pemerintah Indonesia membagi daerah-daerah tersebut menjadi 

beberapa bagian dan susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang
.1

 

Pembangunan nasional pada dasarnya diselenggarakan untuk 

masyarakat diseluruh wilayah dan dilakukan secara bersama-samaoleh 

pemerintah dan masyarakat. Hanya saja, kecenderungan sentralisasi 

perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan terbukti tidak 

mendorong pengembangan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya 

ekonomi masyarakat didaerah. Oleh karena itu perlu ada sistem pembangunan 

yang bisa menciptakan stabilitas makro ekonomi dan tercapainya efisiensi 

kinerja perekonomian daerah dan mencegah berbagai bentuk ketimpangan 

pembangunan antar daerah dan antar wilayah di Indonesia dengan asumsi 

bahwa pembangunan didaerah akan lebih cepat bila dikerjakan oleh sumber 

daya manusia dari daerah itu sendiri.
2
 

                                                             
1
Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 17.  

2
Darwin,MBP, Pajak Daeran & Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitrawacana media,2010), 

hlm.34. 
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Dalam penyelenggaraan pemerintah, Negara mempunyai kewajiban 

untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, 

keamanan, pertahanan maupun kecerdasan kehidupannya hal ini sesuai 

dengan tujuan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 

pada alinea keempat, sehingga pemerintah membutuhkan dana untuk 

kepentingan tersebut. Dana yang akan di keluarkan ini tentunya didapat dari 

rakyat itu sendiri yang biasannya disebut dengan pajak yang berlandaskan 

dengan undang-undang.
3
 

Negara Indonesia mempunyai 2 (dua) sumber pendapatan negara 

yaitu, pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Pajak dikatakan sebagai 

kontribusi wajib untuk negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 

umum.
4
 Salah satu yang menjadi sumber penerimaan dari dalam negeri yang 

cukup potensial untuk terus digali dan dikembangkan serta sumber dana yang 

sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yaitu dari 

sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana terbesar sebagai 

penerimaan negara maupun daerah yang berasal dari masyarakat untuk 

pembiayaan pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah 

harus memunyai inovasi agar menciptakan daya saing daerah.
5
 

                                                             
3
Wirawan B.ILyas dan Richard Burton,Hukum Pajak,Ed.4,(Jakarta:Salemba 

Empat,2008), hlm,.5. 

  
4
Wiratni Ahmadi, Perlindungan  Hukum  Bagi Wajib  Pajak Dalam Menyelesaikan 

Sengketa Pajak, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2006), hlm. 4. 
5
Made Gde S.K.R, NOVASI DAERAH (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di 

Indonesia), https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18745/12224, Jurnal Magister 

Hukum Udayana, Vol.4 No.4:2015, hlm,. 683. 

https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/18745/12224
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Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah sumber penerimaan 

negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 

sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah sumber 

penerimaan daerah didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). Menyadari pentingnya peranan pajak untuk pembangunan nasional, 

seluruh masyarakat harus menyadari kewajibannya untuk turut serta 

berpartisipasi dalam pembangunan nasional dengan taat membayar pajak. 

Penggolongan pajak berdasarkan kewenangan pemungutannya di 

Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Pajak pusat, pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada 

pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak iniantara lain Pajak 

Penghasilan (PPh) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan 

Jasa(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea 

Materai dan Cukai.
6
 

2. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah 

baik ditingkat provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

masih banyak lagi. Pada tingkat kabupaten/kota, seperti Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir 

Dan Pajak Hiburan.
7
 

                                                             
6
Sri  Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak,Ed IV, (Yogyakarta:C.V andi,2009),h,14. 

7
Ibid, h.15. 
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Indonesia memasuki era otonomi daerah yang artinya pemerintah 

daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk memberi pelayanan 

masyarakat dan pembangunan daerah dengan tujuan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, 

pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. 

Sejalan dengan berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberi 

kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan sendiri urusan pemerintah 

guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, serta meningkatkan daya saing 

daerah. Untuk menjalankan wewenang tersebut maka, setiap daerah 

memerlukan sumberdaya yang tidak  sedikit jumlahnya. Di antara sumber 

daya tersebut adalah sumberdaya manusia dan sumber daya ekonomi.
8
 

Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya 

sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). 

Oleh karena itu upaya peningktan penerimaan dari pendapatan asli daerah ini 

perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) 

Undang-undang PD menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri 

atas:
9
 

a. Pendapatan asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD meliputi: 

1. Pajak daerah, retribusi daerah; 

2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

                                                             
8
 Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 

1945, (Yogyakarta : Thatamedia, 2017), hlm,.47. 
9
Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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3. Lain-lain PAD yang sah; 

b. Pendapatan transfer; dan 

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah; 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan” Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
10

  

Untuk mencapai kemakmuran masyarakat, maka pemerintah daerah 

berupaya untuk meningkatkam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

merupakan kewajiban dari daerah otonom. Pembangunan dikatakan menjadi 

salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan.
11

  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan 

dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen 

yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas 

Negara.
12

 

                                                             
10

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 

Perpajakan. 
11

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta:Erlangga, 

2004), hlm,.19. 
12

Wirawan B. Lilyas dan Rudy Suhartono, Hukum Pajak Meterial 1, (Jakarta:Selemba 

Humanika, 2011), hlm,. 2. 
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Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar 

pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar 

pajak.Dengan demikian peranan pajak sangat penting bagi suatu Negara 

dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena pemungutan pajak dapat 

di paksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat 

ditumjukam, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan 

perseyujuan dari rakyat (melalui  DPRD) hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 

(2) UUD 1945, yaitu “ segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan 

undang-undang”.
13

 

Pemerintah pusat secara tegas telah mengklasifikasikan kewenangan 

memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang selanjutnya pajak 

daerah dibagi lagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten/Kota. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih 

kewenangan antara pemungut pajak pusat yang dilakukan oleh Departemen 

Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dan Pemungut 

Pajak Daerah yang diserahkan kepada pemeritah daerah masing-masing 

dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah. 

Agar dapat dipungut sevara efektif pemahaman masyarakat, petugas 

pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutanya harus ssesuai 

dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang serta peraturan daerah 

yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini mestinya dilakukan 

sosialisasi yang lebih baik lagi agar masyarakat umum mau dengan sadar 

                                                             
13

 Erly Suandy, Hukum Pajak, Ed;4,cetakan kedua,(Jakarta: Salemba Empat,2008), 

hlm,.13. 
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membayarnya, tetapi disisi lain juga menghendaki adanya kepastian bahwa 

pemungutan dilakukan sesuai ketentuan yang sebenarnya. 

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan 

lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, salah satu 

penghasilan dari sumber pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan 

sebagai peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak Hiburan 

merupakan salah satu faktor pemasukan bagi daerah yang cukup potensial 

dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) dan (25) tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah, “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 

hiburan. Sedangkan yang di maksud dengan hiburan adalah semua jenis 

tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran”.
14

 

Pemungutan pajak hiburan didasarkan pada dasar hukum yang jelas 

dan kuat. Kota pekanbaru memiliki tempat hiburan yang cukup banyak dan 

beberapa yang menjadi penghasil pajak daerah Didalam Praturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Hiburan tercantum dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) juga 

dijelaskan mengenai pajak hiburan
15

 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Pajak Hiburan dijelaskan bahwa yang dimaksud objek Pajak 

Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang 

                                                             
14

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah 
15

 Peraturan walikota nomor 68 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Hiburan 
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dimaksud dengan hiburan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah: tontonan 

film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, 

binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan 

sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; 

pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, 

refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan 

pertandingan olahraga. Tidak semua jenis hiburan menjadi objek pajak  

hiburan, pada pasal 2 ayat (4) tentang pajak hiburan dijelaskan bahwa yang 

tidak termasuk objek pajak hiburan adalah: penyelenggara hiburan yang tidak 

dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 

pernikahan, ulang tahun, upacara adat kegiatan keagamaan.
16

 

Table 1.1 

Daftar Data Pajak Hiburan  dalam kurun 

Waktu 2018-2019 

 

Tahun Target (Rupiah) Realisasi (Rupiah) 
Rasio 

Penerimaan 

2018 16.339.290.996 16.365.151.883 100,19% 

2019 21.448.104.752 21.540.605.579 99,49% 

2020 22.876.534.642 650.764.856 
35,45% 

Sumber: Bapenda Pekanbaru 

Jumlah keseluruhan wajib pajak hiburan pada tahun 2017 terdapat 220 

wajib pajak (warnet dan kolam renang masih masuk menjadi daftar wajib 

pajak), tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 198, dan pada tahun 2019 

menjadi 160 (warnet dan kolam renang tidak masuk dalam wajib pajak), 

                                                             
 

16
 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan  
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kemudian tahun 2020 sampai dengan maret 2020 terdapat 171 wajib pajak 

hiburan dan masih bisa bertambah lagi. 

 Disini penulis mengkhususkan pajak hiburan jenis konser musik 

dimana jenis hiburan ini menjadi salah satu hiburan yang paling banyak 

diminati sebelum masa pandemi, sehingga ini sangat berpengaruh terhadapat 

pemungutan pajak hiburan ke dalam pendapatan daerah kota pekanbaru 

dalam upaya meningkatan Pendapatan Asli Daerah  berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru  

Pemungutan tarif pajak hiburan di kota pekanbaru jenis konser musik pajak 

hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
17

 

Kontribusi pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru (PAD) semua jenis 

pajak pada tahun 2017 mencapai target dimana realisasi berjumlah 548 milyar 

sedangkan pada tahun 2018 (PAD) pekanbaru tidak memenuhi target sebesar 

799 milyar sedangkan realisasi hanya mencapai 441 milyar, kemudian  pada 

tahun 2019 (PAD)  juga tidak memuhi target yang ditetapkan berjumlah 789 

milyar dan realisasi pada penutupan buku berjumlah 627 milyar. Pada tahun 

2020 bapenda menargetkan sekitar 826 milyar. 

Adapun fenomena ini bisa kita cermati, bahwa tidak tercapainya 

target (PAD) diduga belum optimalnya mekanisme pihak bapenda selaku 

unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan 

daerah, dalam hal ini seharusnya pendapatan pajak hiburan sangat 

membantu untuk pendapatan asli daerah, dan ada banyak faktor 

                                                             
17

 Ibid, 
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penyebabnya, faktor peraturan yang sudah tidak efektif ataupun faktor 

kondisi lainnya. Tetapi penulis juga menemukan gejala-gejala wajib pajak 

hiburan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dari segi jumlah 

maupun batas waktu yang telah ditetapkan dengan baik, sehingga 

mempengaruhi pendapatan daerah. Kemudian kurangnya sosialisasi 

terhadap masyarakat umum khususnya wajib pajak dalam pembayaran 

pajak. Berdasarkan kondisi tersebut dapat memunculkan potensi 

kemungkinan bahwa akan semakin bertambahnya permasalahan dalam 

pemungutan pajak hiburan khususnya dalam pajak hiburan karaoke di Kota 

Pekanbaru. 

Dalam hal ini pajak hiburan sebagai sumber penerimaan yang 

potensial bagi Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dalam Upaya 

Meningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya 

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru” 

 

B. Batasan Masalah   

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tersusun sistematis dan 

terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini terhadap 

bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser Musik 

Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan 
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Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 Tentang  Pajak Hiburan Kota 

Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Konser 

Musik Dalam Meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis 

Konser Musik dalam Meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hiburan 

jenis konser musik dalam meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) di kota pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemungutan pajak hiburan jenis 

konser music di pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Secara Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menembah 

wawasan dan kajian Hukum Tata Negara, khususnya hukum pajak 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Kota 

Pekanbaru. 

b. Secara Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

aturan perpajakan baik itu peran dan kewajiban wajib pajak, serta 

tata cara pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran 

musik yang sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak 

Hiburan. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru 

khususnya dinas pendapatan daerah mengenai pajak hiburan Kota 

Pekanbaru. 

c. Secara Akademis 

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan 

ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, 

dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi 

tentang Ilmu Hukum di perpustakaan UIN SUSKA Riau. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan 

memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu 
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(S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara pokok dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu 

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, 

metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian ini, diadakan analisis 

dan konstruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah, metodologi 

penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang 

menjadi induknya. Kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis.
18

 Rasional berarti kegiatan penelitian 

dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat 

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang 

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan 

hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintahan 

di Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis 

konser musik berdasarkan dari peraturan daerah tersebut. Dengan maksud 

dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan 

                                                             
18 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 17. 
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menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan 

pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Sedangkan sifat 

penelitian ini adalah deskriftif yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan beberapa tempat pemyelenggara 

pagelaran musik yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi 

penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat 

keterlibatan pihak dalam penelitian. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pendataan dan 

Penetapan Pajak Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi Objek 

dari penelitian ini adalah jasa penyelenggara hiburan. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek pengamatan 

dan atau objek yang akan di teliti.
19

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 

populasi atau yang menjadi objek penelitian.
20

 Teknik pengambilan 

                                                             
19

Ibid, hlm,.98. 
20

Ibid., 
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sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan 

kriteria- kriteria tertentu atau ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

kebutuhan.
21

. 

Table 1.2 

Tabel Populasi dan Sampel 

No. Responden Populasi Sampel Presentase 

1 Kepala Bidang Pajak Daerah 4 1 25% 

2 Penyelenggara Konser Musik 10 10 100% 

 Sumber: Data Olahan 2020 

  

5. Jenis dan Sumber Data  

Untuk mengumpulkan data penelitian ini penulis membagi data ke 

dalam beberapa hal: 

a. Data Primer 

Data ini peneliti peroleh secara langsung dari sumbernya 

dengan menggunakan alat pengumpuulan data yaitu, observasi, 

wawancara, dan studi pustaka dan yang berhubungan dengan 

penelitian ini, adapun wawancara yang di lakukan secara langsung dari 

lapangan sebagai obyek penulisan. 

 

b. Data Skunder 

                                                             
21

Ibid, hlm, 107. 
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Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, karena 

penelitian memperoleh data melalui orang lain atau mencari melalui 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek 

penelitian, hasil penelitian dalan bentuk skripsi, jurnal dan peraturan 

perundang-undanagan.
22

 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi, Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

di tempat penelitian, Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

b. Wawancara, wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di  

wawancarai. 

c. Studi kerpustakaan, didalam penelitian ini penulis menggunakan buku 

diperpustakaan yang berkaitan langsung tentang penelitian untuk 

dapat melengkapi data dalam penelitain ini.
23

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan 

skripsi ini bersifat deskriptif analitis, analisa data yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Kemudian 

terlebih dahulu diuraikan beberapa permasalahan yang dimunculkan guna 

memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan.
24

 

                                                             
22

 Ibid.,hlm, 106. 
23

Juliansyah Noor, metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm,. 138.. 
24 Zainudin Ali, Op.Cit, hlm, 107. 
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Data yang dikumpulkan secara keseluruhan selanjutnya akan 

dibahas atau dianalisa. Untuk menggambarkanapa yang telah dinyatakan 

oleh responden secara tertulis atau lisan maupun prilaku yang nyata. 

Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi 

keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah dilakukan. 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induktif. 

Metode induktif adalah suatu yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip 

khusus menuju penulisan umum. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian 

penulisan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

  Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang Gambaran umum 

kota pekanbaru, Kondisi geografi kota pekanbaru, Profil Badan 

Pendapatan Daearah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian 

Tugas (Job Description). 

BAB III :  TINJAUAN PUSTAKA 
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  Dalam bab ini berisikan tentang konsep- konsep yang 

berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang 

meliputi tentang Definisi Pajak Secara Umum, Definisi Pajak 

Daerah, Definisi Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

dan Dasar Hukum Pelaksanaan Pajak. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Dalam bab ini penulis akan membahasa Pelaksanaan 

pemungutan pajak hiburan jenis konser musik dalam 

meningkatkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota 

Pekanbaru, Apa saja faktor- faktor yang menjadi penghambat 

pemungutan pajak hiburan jenis konser musik di Kota 

Pekanbaru. 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran. 



 

19 

BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 

ada pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut Batin. Daerah 

yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian 

perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukimana baru yang 

kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai 

siak.
25

 

Namun payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

kerjaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

mempunyai inisiatif untuk membuat pekan di senapelan tetapi tidak 

berkembang.
26

 

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya 

raja muda muhammad ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 

Juni1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri senapelan diganti namanya menjadi 

“PekanBaharu” selajutnya diperingati sebagai hari lahir kota pekanbaru. Mulai 

                                                             
25

 Wan Ghalib, Sejarah Kota Pekanbaru,(pekanbaru: Pemerintah daerah Kotamadya 

tingkat II, 1980), hlm ,.5. 
26

 Ibid.,  
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saat ini sebutan senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan 

“Pekanbaru”, yang dalam bahsa sehari-hari disebut Pekanbaru. 

 

B. Kondisi Geografi Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34'  Bujur Timur dan 0°25' 

- 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 

meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan 

ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah kota pekanbaru 

diperluas dari 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 

kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk I 

Riau maka ditetapkan luas wilayah kota pekanbaru adalah 632,26 Km².
27

 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatnya oula tuntunan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaa 

nfasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih 

terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, 

maka dibentuk kecamatan baru dengan perda kota pekanbaru nomor 4 tahun 

2003 menjadi 12 kecamatan dan kelurahan/desa baru dengan perda tahun 2003 

menjadi 58 kelurahan/desa. Kota pekanbaru berbatasan dengan daerah 

kabupaten/kota : 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

                                                             
27

 https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis, diakses tanggal 28 

november, pada pukul 20.00 wib. 

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis
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2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat : Kabupaten KamparKota Pekanbaru merupakan kota 

terbesar di provinsi riau sekaligus ibu kota provinsi.  

Jarak ibu kota pekanbaru  merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai 

jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 

Jarak Ibu Kota Pekanbaru 

Pekanbaru Taluk Kuantan = 118 Km 

  Rengat = 159 Km 

  Tembilahan = 21.3,5 Km 

  Kerinci = 33,5 Km 

  Siak = 74,5 Km 

  Bangkinang = 51 Km 

  Pasir Pangaraian = 132,5 Km 

  Bengkalis = 128 Km 

  Bagan = 192,5 Km 

  Dumai = 125 Km 

Sumber: pekanbaru.go.id 

Pada sensus penduduk tahun 2010, penduduk di kota pekanbaru 

mencapai 850.000 jiwa. Laju perkembangan ekonomi dikota pekanbaru 

memacu pertambahan penduduk mencapai 71 ribu jiwa dengan kepadatan 

penduduk sekitar 1.429,6/km. Etnis minangkabau merupakan etnis yang 

banyak terdapat dikota pekanbaru yang mencapai 37,96% dan etnis yang lain 

seperti etnis melayu 26,10%, tinghoa 2,5%, batak 11, 06%, jawa 15,70% dan 

lain-lain 6,7%. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota pekanbaru. 
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C. Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya 

disingkat Dispenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat 

KeuanganDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat 

Edaran Mentri Dalam Negri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 

tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada 

tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah 

Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam  Negri 

NomorKUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah 

Tingkat II, diterbitkan peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 1979 tentang 

SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekanbaru. 

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 

23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari 

Kepmendagri Nomor KUPD. 7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti 

dengan diterbikannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru 

Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tk.II Pekanbaru 

Tipe B, Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 50 
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tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah 

Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 

2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang 

pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan 

susunan organisasi sebagai berikut: 

a). Kepala Dinas 

b). Wakil Kepala Dinas 

c).  Bagian Tata Usaha 

d). Sub Dinas Program 

e). Sub Dinas Pendataan dan Penetapan 

f). Sub Dinas Penagihan 

g). Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain  

h). Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan 

i). Kelompok Fungsional. 

 

D. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi 

yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaruyang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

yaitu : 
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“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib 

administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peranserta 

masyarakat” 

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu : 

Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak 

yangditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung 

JawabDinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya. 

1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

2. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan Pendapatan. 

3. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan 

diBidang Pendapatan. 

4. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber 

PendapatanDaerah. 

 

E. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA   

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA BADAN 

SEKERTARIS 

SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM SUBBAG PROGRAM 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL TERTENTU 

SUBBID PENYULUHAN DAN 

KEBERATAN 

SUBBID PENAGIHAN 

PENINDAKAN DAN 

PENYITAAN 

SUBBID PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 

BIDANG PENGENDALIAN 

PAJAK DAERAH 

SUBBID PEMBUKUAN, 

PENDAPATAN DAERAH 

SUBBID TEKNOLOGI 

INFORMASI DAN ANALISA 

PENDAPATAN DAERAH  

SUBBID HUKUM, 

KERJASAMA DAN DANA 

TRANSFER  

BIDANG PERENCANAAN 

DAN PENGEMBANGAN PAD 

BIDANG PAJAK DAERAH I 

SUBBID PENDAPATAN, DAN 

PENDAFTARAN PBB- P2, 

BPHTB DAN PPJ  

SUBBID PENGOLAHAN 

DATA, PENILAIAN PBB-P2, 

BPHTB, DAN PPJ 

BIDANG PAJAK DAERAH II 

(Plt) 

SUBBID PAJAK HOTEL, 

RESTORAN DAN MINERAL 

BUKAN LOGAM DAN 

BANTUAN 

SUBBID PAJAK HIBURAN, 

PARKIR, SARANG BURUNG 

WALET 

SUBBID PENETAPAN PBB-

P2 DAN VERIFIKASI BPHTB 

DAN PPJ 

SUBBID PAJAK REKLAME 

DAN AIR TANAH 

UPT PENDAPATAN V 

 

UPT PENDAPATAN 

IV 

 

UPT PENDAPATAN 

III 

 

UPT PENDAPATAN II 

 

UPT PENDAPATAN I 

SUB. BAG TATA 

USAHA 

PENDAPATAN III 

 

SUB. BAG TATA 

USAHA 

PENDAPATAN IV 

 

SUB. BAG TATA 

USAHA 

PENDAPATAN V 

 

SUB. BAG TATA 

USAHA 

PENDAPATAN II 

 

SUB. BAG TATA 

USAHA PENDAPATAN 

I 
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F. Uraian Tugas ( Job Description) Badan Pendapatan Daerah Kota 

Pekanbaru 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakantugas pokok 

dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaiantujuan 

organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan 

teknis,Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian  

kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam 

melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan 

kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, 

penyususnan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan 

dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas 

melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawaha 

nsebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan 

atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan 

sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari: 

a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, SubBagian 

Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam13data, 
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penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, 

monitoring. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, 

pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, 

penyelenggaraan urusan  rumah tangga dan perjalanan dinas serta 

kehumasan. 

c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang 

Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan. 

3. Bidang Pendataan dan Penetapan 

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala 

Bidang  yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan 

danpendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, 

pajak  daerah dan retribusi daerah. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan  fungsi mempunyai tugas 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-
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bahanatau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi 

yangterdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan. 

c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan. 

4. Bidang Penagihan 

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai 

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan,evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, 

penagihan pajakdaerah, penagihan penerimaan dan lain-lain. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai 

tugasdalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan 

olehbawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan 

tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah. 

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.  

5. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. 

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin 

olehseorang Kepala Bidang dan berada dibawah  dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 
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melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang 

pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil 

pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan  dan penerimaan lain-

lain. 

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas 

melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan 

sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan 

atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan 

sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh 

kepala seksi yang terdiri dari: 

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang 

Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainya Lingkup Pajak, 

Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 
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sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan yang 

dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk 

oleh Walikota. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Pajak Secara Umum 

1. Definisi Pajak   

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.
28

 

Tedapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak 

dikemukakan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut: 

1. Menurut Prof. Dr. P.JA. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada 

(yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
29

 

2. Prof. Dr. MJH. Smeeths, beliau memberikan definisi pajak sebagai 

berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi 

                                                             
28

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 
29

 Adrian Sutedi, Hukum Pajak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.2 
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yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai 

pengeluran pemerintah.  

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaya memberikan definisi: pajak adalah iuran 

wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan 

jasajasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.  

4. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak 

adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat 

dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk 

membiayai pembangunan. 

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, 

maka unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:  

1) Bahwa pajak itu adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan 

sebahgian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa 

pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.  

2) Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam 

arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya 

dapat dipaksakan, artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan 

kekerasan seperti surat paksa dan sita.  

3) Perpindahan ini adalah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak 

tidak didasarkan pada Undang-Undang atau peraturan, maka ini tidak sah 

dan dianggap sebagai perampasan hak. 
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4) Tidak ada jasa timbal (tegen prestasi) yang dapat di tunjuk, artinya bahwa 

pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan 

langsung.
30

 

2. Fungsi Pajak  

Terdapat beberapa fungsi pajak antara lain :  

1. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaranpengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.  

Pada perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangandan 

ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi distribusi, yaitu: 

1) Fungsi Demokrasi  

Suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud 

sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan 

demi keselamatan manusia. 

2) Fungsi Distribusi  

Suatu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan 

keadilan dalam masyarakat.
31

 

3. Definisi Hukum Pajak 

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 

meliputi wewenang pemerintah untuk megambil kekayaan seseorang  dan 

menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga 

                                                             
30

 H Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.25 
31

 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan,( Eresco, 2005), hlm. 20 
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hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan 

negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban 

membayar pajak. 

Hukum pajak dibedakan atas hukum pajak materiil dan hukum pajak 

formil, 

1. Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan 

antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, 

dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum 

materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

1) Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

2) Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak 

mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang 

pajak. 

3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ 

pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan 

atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, hukum pajak yang 

juga merupakan hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan 

yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang 

dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, 

sehingga ia merupakan bagian hukum publik.
32

 

4.  Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau 

perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1)  Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-

Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada majelis pertimbangan pajak.  

2)  Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)  

Di Indonesia, pajak di atur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 

Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan 

baik bagi negara maupun warganya.  

3)  Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarat.  
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 Adrian Sutedi, Op. Cit., hlm. 6. 
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4)  Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)  

Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat di 

tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5)  Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan 

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
33

 

5. Dasar Teori Pemungutan Pajak 

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu :  

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 

tersebut. 

2. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan padakepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar 

kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus 

dibayar.  

3. Teori Daya Pikul  

Beban pajak untuk orang harus sama beratnya, artinya pajak harus 

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur 

daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:  
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1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang.  

2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan meteriil 

yang harus dipatuhi.  

4. Teori Bakti  

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubunganrakyat 

dengan negaranya. Sebagai warga negara yangberbakti, rakyat harus selalu 

menyadari bahwa pembayaranpajak adalah sebagai suatu kewajiban.  

5. Teori Atas Daya Beli  

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari untuk rumah tangga 

masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan 

menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan 

kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh 

masyarakat lebih diutamakan. 

6. Teori Pembangunan 

Untuk indonesia justifikasi pemungutan pajak yang paling tepat 

adalah 

pembangunan dalam arti masyarakat yang adil dan makmur.
34

 

6. Penggolongan Pajak 

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan kedalam 3 

(tiga) golongan, yaitu:  
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 Yuswanto, dkk, Hukum Pajak, Buku Ajar, Bandar Lampung, 2013, hlm. 18-22. 
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1. Menurut Sifatnya  

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung.  

1) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta 

dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya : 

Pajak Penghasilan.  

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan 

kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau 

peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : pajak pertambahan nilai.
35

 

2. Menurut Sasaran atau Objeknya 

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua yaitu pajak 

subjektif dan pajak objektif. 

1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-

tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). Telah 

diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya 

sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : 

Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama 

memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau 

peristiwa yang menyebabkantimbulnya kewajiban membayar pajak. 

Telah diketahuiobjeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai 
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 Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, Hukum Pajak, (Jakarta: Selemba Empat, 2001), 

hlm. 17 



39 

 

 

hubunganhukum dengan objek yang telah diketahui.Misalnya : Pajak 

Pertambahan Nilai. 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

Jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh 

pemerintah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah. 

1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departeman Keuangan 

Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat 

dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). 

2)  Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah, hasil dari pemungutan pajak daerah 

dikumpulkan dan dimasukan sebagai bagian dari penerimaan APBD 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
36

 

7. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:  

1. Official Assessment System  

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepadapemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Adapun ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus  
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2) Wajib pajak pasif  

3) Pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.
37

 

2. Self Assessment System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajakyang terutang. 

Adapun ciri-cirinya:  

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib 

Pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

3. With Holding System  

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yangbersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun 

ciri-cirinya memiliki wewenangmenentukan besarnya pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
38

 

8. Yuridiksi Pemungutan Pajak 

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah dasar kewenangan 

fiskus suatu negara mengenakan pajak, dasar kewenangan ini disebut asas-

asas pengenaan pajak. Yurisdiksi pemungutan pajak mencari jawaban atas 
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permasalahan siapa/pemerintah negara mana yang berwenang memungut 

pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu. Dalam hal pembicaraan 

menyangkut yurisdiksi suatu negara berhadapan dengan negara lain. Atas 

permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, yaitu sebagai berikut : 

1.  Asas Domisili 

Suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau 

domisili seseorang. Suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap 

semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang 

bersangkutan atas seluruh penghasilan dimanapun diperoleh, tanpa 

memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga 

negaranya atau warga negara asing.  

2.  Asas Kebangsaan 

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan 

suatu negara, suatu negara akan memungut pajak kepada setiaporang yang 

mempunyai kebangsaan atas negara yangbersangkutan sekalipun orang 

tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersagkutan. Misalnya : 

Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang 

berkebangsaan negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal 

di negara A. 

3.  Asas Negara Asal 

Suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau 

tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di 

suatu negara maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap 
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orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan 

tersebut berada. 

4.  Asas Ekonomis 

Suatu asas yang menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai 

menghalangi produksi dan perekonomian rakyat. 

5.  Asas Financial 

Suatu asas yang menekankan supaya pengeluaran-pengeluaran 

untuk memungut pajak harus lebih rendah darijumlah pajak yang 

dipungut. 

6.  Asas Yuridis 

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan 

hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik uuntuk 

negara maupun warganya.
39

 

 

B. Pajak Daerah 

1. Definisi Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada 

pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pelayanan 

Pajak. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah terbagi atas pajak 

daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.
40

 Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
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Daerah, Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan daerah provinsi untuk 

ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pajak Kendaraan Bermotor 

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan 

bermotor. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 

milik kendaraan bermotor karena jual-beli, tukar-tambah, hibah, warisan 

atau hal lainnya.  

3. Pajak Bahan Bakar Ken daraan Bermotor 

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan 

bahan bakar kendaraan bermotor, baik bahan bakar cair maupun bahan 

bakar gas. 

4. Pajak Air Permukaan 

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan air yang terdapat 

dipermukaan tanah, baik yang berada di laut maupun di darat. 

5. Pajak Rokok 

Pajak rokok adalah pungutan atau pajak atas cukai rokok. 

Kemudian berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah 

kabupaten/kota sebagai kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam 

bentuk peraturan daerah adalah sebagai berikut : 
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1. Pajak Hotel 

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. 

2. Pajak Restoran 

Segala bentuk pelayanan yang disediakan di restoran akan 

dikenakan pajak daerah. 

3. Pajak Hiburan 

Tempat hiburan yang dikenakan pajak adalah semua jenis 

pertunjukan atau hiburan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 

dinikmati oleh setiap orang dengan dengan dipungut bayaran. 

4. Pajak Reklame 

Pungutan daerah atas reklame, yang menjadi objek pajak adalah 

penyelenggara reklamenya. 

5.  Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

Sumber lain yang dimaksud adalah tenaga listrik yang diperoleh dari PLN 

dan/atau oleh bukan PLN. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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7. Pajak Parkir 

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik 

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan 

bermotor. 

8. Pajak Air Tanah 

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan 

tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Orang pribadi atau badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

9.  Pajak Sarang Burung Walet 

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan 

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

11.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
41

 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah 

pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak 

atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 
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mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. 

2. Peraturan Tentang Pajak Daerah  

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa 

untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis daerah harus ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat 

berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau 

ketentuan perundang-undangan.
42

 

3. Jenis – jenis Pajak Daerah 

Jenis-jenis pajak daerah dibagi atas dua bagian, yaitu: 

1. Jenis pajak provinsi  

Jenis pajak provinsi bersifat limiatif yang berarti provinsi tidak 

dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya 

pembatasan jenis pajak provinsi tersebut terkait dengan kewenangan 

provinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi 

kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas daerah 

kabupaten/kota dan kewenanagan yang tidak atau belum dapat 

dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintah 

tertentu. 

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota 

Jenis pajak kabupaten atau kota tidak bersifat liminatif, artinya 

kabupaten atau kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-
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sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam 

Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dengan menetapkan sendiri jenis 

pajak yang bersifat dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh undang-undang tersebut. Rambu-rambu atau kriteria yang harus 

diikuti yaitu : 

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi 

2) Objek pajak terletak dan terdapat di wilayah kabupaten/kota yang 

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta 

hanya melayani masyarakat  

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum  

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi atau objek pajak 

pusat  

5) Potensinya memadai  

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif  

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyrakat  

8) Menjaga kelestarian lingkungan  

Tujuan pembuatan Undang-Undang tentang pajak daerah adalah 

untuk menyederhanakan berbagai pajak daerah yang ada selama ini supaya 

dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan untuk menyederhanakan 

sistem administrasi perpajakan supaya dapat memperkuat fondasi 

penerimaan daerah.
43
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4. Sumber-sumber Pendapatan Daerah 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber 

pendapatan daerah terdiri atas :  

1. Pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.  

2. Retribusi daerah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.  

3. Hasil pengelolaan kekeyaan daerah yang dipisahkan, merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini 

meliputi objek pendapatan berikut:  

1) Bagian laba perusahaan milik daerah  

2) Bagian laba lembaga keuangan bank  

3) Bagian laba lembaga keuangan non bank  

4) Bagian laba atas pernyataan modal/investasi  

4. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil 

penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik 

daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.
44
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C. Pajak Hiburan  

1. Definisi Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2018 tentang 

Pajak Hiburan, pajak hiburan adalah pajak atas hiburan. Hiburan adalah semua 

jenis tontonan, pertiunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati 

dengan dipungut bayaran. Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa 

terminologi yang perlu diketahui, terminologi tersebut dapat dilihat berikut 

ini:  

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 

ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang di 

tonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak 

termasuk pengguna fasilitas untuk berolahraga. 

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi adata badan yang bertindak 

baik untuk atas namanya sendiri atas untuk dan atas nama pihak lain yang 

menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan.  

3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu 

hiburan untuk melihat dan atau menggunakan fasilitas yang disediakan 

oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para 

pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas 

pengawasan. 

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima 

dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya 

diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian 
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jasa hiburan serta asilitas penunjangnya termasuk semua tambahan dengan 

nama apapun yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung 

dengan penyelenggaraan hiburan.  

5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan 

nama dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, 

menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan.  

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang 

yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau 

pengunjung.
45

 

2. Objek Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2018 Pasal 2 

tentang Pajak Hiburan, objek pajak hiburan adalah jasa peyelenggara hiburan 

dengan di pungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah :  

1. Tontonan Film. 

2. Pengelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana. 

3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya. 

4. Pameran. 

5. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya. 

6. Sirkus, akrobat dan sulap. 

7. Permainan bilyar, golf, dan boling. 

8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan. 
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9. Panti pijak, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) 

dan. 

10. Pertandingan olahraga.
46

 

Penyelenggara hiburan sebagimana dimaksd, dikecualikan dari objek 

pajak yaitu penyelengaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti 

hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, ulang tahun, upacara 

adat, kegiatan keagamaan. 

3. Tarif Pajak Hiburan 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2012 Pasal 5 

tentang Pajak Hiburan, tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :  

1. Tontonan Film di Bioskop dengan harga tanda masuk;  

- sampai dengan Rp.75.000,00,- sebesar 10 % (sepuluh persen). 

- diatas Rp 75.000,00,- sebesar 15 % (lima belas persen).  

2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh 

persen).  

3. Kontes Kecantikan, binaraga, pameran, dan sejenisnya sebesar 5% (lima 

persen).  

4. Karaoke, Diskotik, Klab Malam, Pub, Disco Bar, sebesar 30% (tiga puluh 

persen).  

5. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% (lima belas persen).  

6. Permainan Bilyard, Bowling, futsal, sebesar 10% (sepuluh persen).  
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7. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar 15% 

(lima belas persen).  

8. Panti pijat/Massage, mandi uap/spa sebesar 30 % (tiga puluh persen).  

9. Pusat kebugaran (fitness center) sebesar 20% (dua puluh persen).  

10. Refleksi sebesar 10% (sepuluh persen).  

11. Pertandingan Olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
47

 

4. Tata Laksana Pemungutan Pajak  

A. Tata Cara Pendaftran dan Pendataan Wajib Pajak 

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 tahun 2018 

tentang pajak hiburan.
48

 

Pasal 2A 

1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam 

maupun diluar wilayah daerah yang memiliki Objek Pajak di Wilayah 

Daerah yang bersangkutan.  

2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa 

formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada Wajib 

Pajak.  

3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau 

diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir 
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pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta 

mengembalikan kepada petugas pajak.  

4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang 

dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak 

berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
49

 

Pasal 2B 

1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya 

pada Badan Pendapatan Daerah dan/atau tempat yang ditunjuk oleh 

Walikota.  

2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya 

dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang 

diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.  

3) Wajib Pajak yang yang menolak diterbitkan NPWPD secara jabatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tidak melakukan kewajiban 

perpajakan sebagaimana mestinya maka dapat juga dikenakan sanksi 

administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan 

kewajiban perpajakan, Penyegelan tempat usaha, Pencabutan 

sementara izin dan/atau Pencabutan tetap izin usaha. 

4) Terhadap wajib pajak hiburan yang telah terdaftar dan melaksanakan 

usahanya dengan menggunakan Harga Tanda Masuk (HTM) berupa 

tiket yang belum menggunakan komputerisasi diwajibkan melakukan 

perforasi.  
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5) Wajib pajak yang tidak memperforasi Harga Tanda Masuk (HTM) 

berupa tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi 

berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah). 

6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, penerbitan 

NPWPD, pemberian sanksi administratif dan Perforasi HTM 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Walikota.
50

 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  

Pasal 8 

1) Setiap Pemilik/ Pengusaha Penyelenggara Hiburan Wajib mengisi Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).  

2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan 

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemilik/ Pengusaha atau 

Kuasa Wajib Pajak, selanjutnya disampaikan kepada Walikota atau Pejabat 

lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah 

berakhirnya masa pajak. 

3) Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Peraturan 

Walikota.  

Pasal 9  

1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud 

Pasal 8 Peraturan Daerah ini, setiap wajib pajak wajib membayar pajak 

yang terutang dengan mengisi SPTPD.  
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2) Apabila SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang 

dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SPTPD 

diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.  

3) SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, digunakan 

untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 

terhutang. 

Pasal 10  

1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Walikota 

atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :  

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dalam hal :  

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang 

terutang tidak dilunasi atau kurang dibayar;  

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat lain yang 

ditunjuk dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara 

tertulis;  

3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang 

dihitung secara jabatan;  

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), apabila 

ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang 

menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
51
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c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, apabila jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak.  

2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan 

angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.  

4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib 

pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.  

5) Jumlah Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi 

administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 

pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak.  



57 

 

 

 

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

1. Definisi Pendapatan Asi Daerah (PAD) 

Menurut undang-undang pasal 1 nomor 33 tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan Perundang-Undangan. 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah 

yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelanggraan 

pemerintah di daerah akan terleksana dengan baik apabila didukung oleh dana 

yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat. Daerah diharapkan 

tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu 

menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. 

Sumber-sumber yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap 

dalam koridor peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Abdul Halimmen definisikan bahwa:
52

 

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah 

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peratura daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.” 

Didalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 5 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan bahwa 
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sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan. pendapatan asli daerah sendiri terdiri 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.
53

 

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan keuangan daerah disamping penerimaan lainnya berupa dana 

perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Karena 

penyelanggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila 

didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal dari pusat, 

namun demikin meskipun terdapat bantuan transfer dari pusat, daerah 

diharapkan tidak selalu tergantung kepada pusat dalam artian daerah harus 

mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya 

sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara 

maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, pajak 

daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang 

ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang 

wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya 
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digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam 

melaksanakan penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

 

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Pajak 

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pajak Hiburan Kota 

Pekanbaru 

2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan  

3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi 

Daerah 

4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 
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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdsarakan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menerangkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

Hiburan Jenis Konser Musik Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Peraturan Darah Nomor 5 Tahun 2018 

Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, 

dikarenakan: 

a ketidaksadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta 

b ketidakjelasan aturan hukum mengenai prosedur pemungutan pajak 

tersebut. Sehingga pendapatan dari pajak hiburan jenis konser musik 

tidak terpenuhi sesuai dengan yang sudah ada di Peraturan Daerah.  

2. Faktor yang menghambat tidak terlaksananya pemunguntan pajak hiburan 

ini adalah sumber daya dan aturan hukumnya, yaitu: 

a Sumber daya manusia sebagai fokus kendala yang dialami, baik itu 

dari pemerintah sebagai aparatur penegak hukum dan pihak pemungut 

pajak, dan penyelenggara konser musik sebagai wajib pajak. 

b Penggunaan fasilitas pemerintah dan penggunaan fasilitan bukan milik 

pemerintah  
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c Aturan yang kurang jelas seperti tatacara pendataan dan pendaftaran 

pajak hiburan jenis konser musik ini apakah jenis konser musik 

termasuk dalam wajib pajak atau bukan. 

 

3. Saran  

Berdasarakan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari : 

1. Seharusnya ada ketegasan dari pihak pemerintah atau pihak dalam 

pemungutan pajak, serta harus mensosialisasikan bagaimana pelaksanaan 

seharusnya prosedur dalam pemungutan pajak hiburan jenis konser musik 

ini dan kejelasan aturan hukumnya. Guna untuk menambah pendapatan 

daerah Kota Pekanbaru. 

2. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia sebagai pihak yang 

memunggut pajak ataupun wajib pajak. Demi kelancaran dan 

kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. 
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